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GUBERITUR NUSA TEIYGGARA TIMUR

PERATURAIY DATRAH PROVIilSI NUSA TEIY(X}ARA TIM{'R
IVOMOR 2TA'ilUN 2O2O

TENTANG

PERUBAHAN KEflGA ATAS PERATURAT{ DAERAH PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG R TRIBUSI JASA USAHA

DEI{GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBER.ITUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2g Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam
penetapan tarif pajak dan retribusi daerah guna

menggali sumber-sumber pendapatan untuk membiayai
pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;

b. bahwa Retribusi Jasa Usaha telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor

9 Tahun 20ll tentang Retribusi Jasa Usaha

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

c. bahu.a dengan adanya penambahan objek baru dalam
retribusi pemakaian kekayaan daerah, maka peraturan

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2018

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaik^; 4
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Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

Usaha;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945;

Negara

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,

Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {I*mbatan f

2.
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Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679):

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2Ol8 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran provinsi

Nusa Tenggara Timur Nomor 0050), sgfagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun

2018 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun

2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah

Proyinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 10,

Tambahan lembaran Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 0050);

Dengan PersetuJuan Bersama
DEVAIY PERWAKILAN RAKYAT DAIRAH

PROVINSI ITUSA TEI{(X}ARA TIMT'R
dan

GUBERITT'R NUSA TEN(X}ARA TIMUR
MEMUTUSKAI{:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TEItTAIfc PERIIBAIIAII I{EUGA
ATAS PERATT'RAIT DAERAH PROVII|SI NUSA TENGGARA

TIMUR NOMOR 9 TAJTUI{ 2011 TENTAITG RETRIBUSI

JAS,AUS,,JfTA. ry
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Paral I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa usaha (Lembaran Daerah

provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan kmbaran

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0050) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa

usaha (kmbaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor

008, Tambahan kmbaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0094) diubah

sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paral 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

4. Badan Pendapatan dan Aset Daerah adalah Badan Pendapatan dan

Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi

daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang ditugaskan oleh

Gubernur untuk mengelola Retribusi Daerah.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan

pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan

lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badat. /
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9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun,

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi

lainnya, lemb.ge dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribu si tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan

batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD

adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat-tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Gubemur.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah
pokok retribusi yang terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD

adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi

untuk mendaftarkan Obyek Retribusi yang digunakan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang

menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan

terhadap SKRD atau dokumen lain dipersamakan dengan SKRDLB

yang diajukan oleh wajib Retibusi. p

10.

11.

12.

_t J.
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16.
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18. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur.

19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS

adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan

Pemerintah Daerah yang diberi wewenang dan kew4jiban untuk

melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang

memuat ketentuan pidana.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan rnenghimpun dan

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan

secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar

pemeriksaan yang menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak

pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan

tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (21diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah

adalah sebagaimana dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Struktur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), mendapat tambahan obyek retribusi pada

kelompok Dinas Kesehatan/UPT l,aboratorium Kesehatan, Dinas

Kebudayaan/UPT Museum Daerah, Dinas Peternakan / UPT

Veteriner/UPT Pembibitan Ternak, Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Rumah Sakit Jiwa Naimata dan Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan

bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. p

(1)

{21
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3. Diantara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan I (satu) pasal baru yaitu pasal

60A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6OA

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I angka 7 mulai
berlaku pada tanggal I September 2020.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlalu pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 Februari 2020

1,1 cueenwu n NUSA TE-NGGARA rtMU R,Y tDt,(u?
y') vrrToR BUNGTTLU LNSKoDAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 17 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
4/ enovrnsr NUSA rENcc 

^R^ 
rMUV

,,BENEDIKTUS 
POLO MAII{G

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2O2O

NOMOR O02

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR:
(2-22/2O2Ol
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PENJELASAI{

ATAS

PERATT'RAI{ DAERAII PROVII|SI ITUSA TENGGARA TIMT'R

NOMOR 2 TAHT'N 2O2O

TEI{TAJTG

PERUBAIIAN KEIIGA ATAS PERATURAIT DAERAH

PROVINSI NUSA TEI|(X}ARA TIMUR ITOMOR 9 TAIII'IT 2011

TENTANG RETRIBUSI JASA USAIIA

I. UMUM

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberi kewenangan yang

lebih besar dalam penetapan tarif Pajak dan Retribusi Daerah dalam

menggali sumber-sumber pendapatan untuk membiayai pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan
prinsip demokrasi, pemerataan dan berkeadilan. Selanjutnya

Selanjutnya dengan adanya penambahan objek baru dalam retribusi
pemakaian kekayaan daerah yaitu pada pelayanan pembakaran sampah

medis (insenerator) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan provinsi

Nusa Tenggara Timur, maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah provinsi

Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perubahannya perlu disesuaikan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Usaha.

II.PASAL

Pasal

Pasal

DEMI PASAL
I

Cukup jelas

II

Cukup jelas

TAMBAHAN

NOMOR 0112

DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMURLEMBARAN

I
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LAilPIRAIT I : PERATURAI| DAERAH PROVII|SI ITUSA TEI|GGARA TIMUR
NOMOR : 2 TAHUI| 2020
TANGC}AL : 1TFEBRUARI2O2O

I. DIIfAS KESEIIATAII
T'PT I.ABORATORIUM XTSEHATAI|

URAIAI{ SATUAIT PEMAXAIAI| TARIF {Rp)

Retrlbusl Pemalalan Kekayaan Daorah
Pelayanan Jaga Leboratorlum

e. Pemerlksaaa Bldang Hemetologl
l.Kelompok Sederhana
1.1 I/rT/ATT Per Pararnaeter 35,OOO
1.2 APTT Per Paramaeter 35,000
1.3 Ferritin Per Paramaeter 150,OOO
1.4 TIBC Per Paramaeter 50.oo0
I.5 Batu Ginjal Per Paramaeter 50,000
I.6 EKG Per Pararnaeter 50,0oo
1.7 Foto Thoraks Per Paramaeter 75,OOC

b. Penerlhsaan Bldeag Xtmia Xliait
_2. !q!_"-.p9l_Sedrng

2.1 Gula Darah Puasa Per Paramaeter 20,000
2.2 GwlaDarah 2 Jam PP Per Paramaeter 20,000
3. KelompoL Ca.ggfh
3.1HbA1C
3,2 Mikroalbuminuria

Per Paramaeter
Per Paramaeter

200,000
150,000

3.3 Troponin Per Paramaeter 250,000
3.4 CKMB Per Paramaeter 175,000
3.5 APO A Per Paramaeter 1o0,000
3.6 APO B Per Paramaeter 75,000

d. PemerlAsaan Btdang Serologt/
Imunologl
I. FT3 Per Paramaeter 150,000
2. Ft4 Per Paramaeter 150,000
3. DBD (IGG dan IGM ) Per Paramaeter 60,000
4. DBD (IGG dan IGM ), (NSl) Per Paramaeter 90,ooo

C. SewaGedung

___ 1. Sewa lr{ocus / hari
2. Sewa Komputer / hari
3. SewlSound System

__ 4. Biaya MaganS / Hari / Orang
_ 5. Biaya Penelitian Umum (Mahasiwva/ Dosen)

6. Biaya Penelitian Khusus ( Lembaga, LSM, Institusi)

Hari lo0,oo0
Hari 100,000
Hari 300,oo0
Hari 100,0o0

250,000

2,5Oo,OOO

7. Biaya PKL :

1. I orangperbulan Bulan 250,000
2. 2 s/d 15 orang perbulan Bulan 500,000
3. lorang>lbulan Bulan soo,000
4. 2 s/d l5 orang > 1 bulan Bulan l.ooo.oo0

2. DII|AS KEBUDAYAAI{

URAIAIY SATUAIY PEMAI(AIAI| TARIF (Rpf

T'PT. MUSEUM DAERAH
Karcls MasuA Museusr Daerah:
Penguqiung, untuk pendidikan anak sekolah dibebaskan Sekali Masuk 5,OOO



3. DIilAS PETERITAI(AN
A. UFT. VETERINER

I. Statloner/ Ravat Inep :
1. Titip Inap (hewan sehat) Tanpa Makanan Ekor/hari 25,000
2. Titip Inap (hewan sehat) dengan Makanan Ekor/hari 50,ooo

II. USG {ultrasoaography}
USG Hewan Kesayangan Ekor 1O0,OOO

B. UPT. PEMBIBTTAI{ TERITAK
Macanc Inseminator Babi Paket per Orang 1,500,000

4. DIilAg pEKER^tAAlf UMUM DAIY PEIIATAAITI RUAI{G

URAIAN SATUAIY PEMAXAIAN TARIF (Rpf

Jasa Lsboratorlum:
1. Penguiian Tanah :

A. Indeks Properties (ukuran butiran)
l. Shrinkage Limit (batas susut) Persamoel 44,OOO

2. Lolos Saringan No.2O0 Persampel 49,500
B. Soil Compaction :

1. Pemadatan Standart persampel 132,OOO

2. Pemadatan Modified persampel 203,500
3. California Bearing Ratio (CBR) Standart persampel 258,500
4. California Bearing Ratio {CBR) Modified persampel 3O2,50O

C. Sifat Teknis {Mechanical Properties) :

1. Ancolined Comp. Streght (Kuat tekan Bebas) persampel 77,000
2. Kuat Geser langsung Manual( UU) terkonsolidasi persampel 126,500
3. Kuat Geser langsung Manual( CU) persampel l65,OOO

4. Konsolidasi persampel r2r,ooo
5. Permeabilitas (Constant Head) persampel 67,760
6. Permeabilitas (Filling Head) persampel 67,760
7. Triaxial (A) persampel 98,313
8. Triaxial{B) persampel 1o5,875

D. Tanah Untuk sub Grade :

1. Berat Jenis persampel 88,000
2. Afterberg Limit (batas plastis dan batas cair) persampel 38,500
3. Analisa Saringar persampel 82,500
4. Pemadatan Standar per set 104,500
5. California Bearing Ratio (CBR) Standar perset 291,5O0

2. Pencuiian Acreqat
A. Pentruiian Anrecat Kasar untuk Cempuran Aspal dan Beton:

1. Analisa Saringan per set 104,500
2. Berat Jenis dan Penyerapan per set 104,500
3. Berat Isi per set 104,500
4. Kelekatan terhadap Aspal per sct 110,000
5. Ke-ausan dengan Mesin Los Anggeles/Abrasi per set I 15,500
6. Crushing per set 115,500
7. Kepipihan per set l04,5oo
8. Lolos Sarincan No.2OO per set 115.500
9. Angularitas per set 176,OOO

B. Pengujian Agregat Halus Untuk Campuran Aspal dan Beton:
1. Analisa Saringan p€rs€t 104,500
2. Berat Jenis dan Penyerapan perset 104,500
3. Berat Isi pers€t 104,500
4. Sand Equivalent perset 280,500
5. Atterberg Limit perset 38,500

C. Rencana Campuran Aspal:
1. Berat Jenis Campuran persampel 126,s00
2. Briket Marshall (18 buah) Per set 1,089,O00

D. Pengujian Agregat untuk Klas A,B, C,S dan Timbunan
l. Analisa Saringan Per sampel _ 55,O00

2. Berat Jenis dan Penyerapan per sampel 55,000
3. Keausan dengan Mesin Los Anggeles/Abrasi per sampel 110,000
4. Crushing per sampel 49,500
5. Atterberg Limit per sampel 88,000

6. Pemadatan standar per set 104,500
7. Pemadatan Modified per set 214,500
8. California Bearins Ratio (CBR) Modified per set 291,500

,r9



3. Pengu-iian Aspal
A. Aspal Keras

1. Destilasi per sampel 1t0,oo0
2, Penetrasi dengan.iarum per sampel 110,OOO

3. Penetrasi dengan Konus per sampel l10,ooo
4. Ketahaaan terhadap leleh per sampel 66,OOO

5. Titik Lembek per sampel 82,000

6. Titik nyala per sampel 82,OOO

7. Daktilitas per sampel 143,OOO

8 Loss On Heating (LOH) per sampel 132,OOO

9. Penetrasi Loss On Heating (LOH) per sampel 11O,OOO

f 0. Titik Lembek Loss On Heating( LOH) per sampel 82,500

11. Daltilitas Loss On Heating( LOH) per sampel 143,000

12. Kelarutan dalam Trichloor Etyleen(C2 HCL3) per sampel 550,OOO

13. Berat Jenis per sampel 77,OOO

14. Kekentalan p€r sampel 121,000

15. Kadar Partafin per sampel 1, 138,50O

16. Parameter Maltheen (PA) per sampel 1,727,OOO

17. Kelekatan per sampel 88,000

18. Kadar Air per sampel 253,000

19. Viscositas Absolut per samper 137,5O0

20, Penurunan Suhu per sampel 82,500

21. Dinamic Shear Rheometer (DSR) per sampel r,100,000
22. Presure a4eingvasel (PAV) per sarnper 192,500

23. Perkiraan Suhu Pencampuran dalam pemadaman per sampel 396,OOO

B. Aspal Cair
1. Kekentalan Per sampel 121,000

2. Kadar Air Per sampel 253,000

3. Titik Nvala Per sampel 82,500

4. Berat Jenis Per sampel 77,OOO

5. Penyulincan Per sampel 126,5OO

6. Penetrasi Residu Per sampel 110,00o

7. Daktilitas Residu Per sarnpel 143,000

8. Kelarutan dalam Trichloor Etyleen ( C2 HCL3) Per sampel 550,OO0

9. Kelekatan Per sampel 88,0OO

C. Aspal Emulsi
1. Kekentalan Per sampel l2l,ooo
2. Pengendapan / Kestabilan Per sampel 82,500

3. Semen Mixing Per sampel 82,500

4. Muatan Listrik Per sampel 71,500

5. Analisa Saringan Per sampel 88,000

6. Penyulingan Per sampel 126,500

7. Kadar Minvak Per sampel 66,OO0

S.Penetrasi Residu Per sampel 110,000

9. Daktilitas Residu Per sampel 143,OO0

1O. Kelarutan dalam Trichloor EtYleen (C2 HCL3) Per sampel 550,000

11. Klasifikasi Per sampel 104,500

D. Aspal Buton
1. Ekstraksi (p.a) Per contoh 275,000

2. Kelarutan Dalam C2 HCL3 Per contoh 385,000

3. Core Drill Per titik 220,OOO

4. Penguiian Beton
A. Kuat Tekan

l' Kuat tarik Per sampel 71,500

2. Lentur Per sampel 71,500

3. Kuat Tekan dengan Hammer test Per sampel 82.500
4. Benda Uii (Kubus, Cyllinder, Beton, dan lainnya) Per sampel 71,500

B. Slump Beton Per contoh 1l0,oo0
C. Pengeboran Beton (Core Beton) Per titik 544,500
D. Kuat Tekan Mortar Per contoh 38,500

ry



5. Pencuiian Lapangan
a. Pengeboran Tangan Per Meter 121,OOO

b. Bor Mesin:
1. Bor Mesin Tanah < 1O M Per Meter 341,O00

Per Meter 506,000

3. Bor Mesin Batuan < lO M Per Meter 781,000
4. Bor Mesin Batuan > l0 M Per Meter 940,000

c. Sand Cone Per Titik 126,500
d. Sondir Ringan, Kapasitas < 1O T Per Titik 544,5OO

e. Sondir Berat Kapasitas > 1O T Per Titik 1,771,00O

f. S.P.T. { Standart Penetration Test) Per Uii 115,500
q. Benkleman Beam Test (BB Test) Per Titik 60,500

h. DCP (Dinamic Cone Penetrometer ) Per Titik 126.500

i. Core Drill Per Titik 176,OOO

i. Geolistrik Per Titik 363,OOO

k. Pengambilan Contoh Tanah dengan Tabung Per Tabung 143,000
l. Pengambilan Contoh Batuan Per Contoh 143,000

m. CBR Lapangan Per Titik 181,500

6. Pemakaian Alat Berat:
A. Buldozer

1. Merk Caterpillar Per Hari 3,400,000

B. Motor Grader
1. Merk Komatshu GD 3l rca Per hari 1,9r2,500

C. l,oader On Wheel
1. Merk Caterpillar 926 Per hari 1,572,5OO

D. Excavator Bucket
1. Merk Caterpillar 329E} Per Hari 2,550,00O
2. Merk Komatshu PC 2O0 Per Hari 2,550,O00

E. Excavator Breaker Per Hari 3,570,0O0

F. Vibrator Roller Merk Bomag Single Drum BW 2l lD-40 Per Hari 2,r25,OOO

G. Thandem Roller Merk Bomag BW 10O AD-s Per Hari 1,275,000

H. Tire Roller Merk Sakai TS- 7409 Per Hari 1,487,500

I. Sheep Foot Roller Merk lngersoll Rand SP.48 Per Hari 1,275,0O0

J. Trailer/Tronton Merk Nissan Diesel RD 80 Per Hari 2,125,OOO

K. Mobil Tancki Per Hari 637,sOO

L. Track l,oader Per Hari 2,r25,OOO

M. Dump Truck Per Hari 425,000

N. Truck Crane Per Hari 1,70O,000

5. BTRO UMUM SEtrDA PROVITSI I{TT

URAIAN SATUAIY PEIIIAI(ATAN TARIF lRp)

Retrlbusl
a. Sewa Kantin:

l. Kantin Di dalam Gedung Sasando (Kantor Gubernur) Per Tahun 2,500,oo0

2. Kantin Di Jalan Basuki Rahmat No. 1 Naikolan Per Tahun 5O0,OO0

b. Sewa Aula: 2,5O0,OOO

1. Aula Ben Mbov Sekali Pakai 2,500,ooo

2. Aula Sasando Sekali Pakai 3,000,000
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PRA(TEK PER ORANC PERHARI

3, 9

)A 30

32, PPDS ta,

MACAI{G PER ORANG PERMINC<}IJ

d. tu<td Umum, APor.lG, rcF,

PRA PEI{ELITIAN (PER XECIATAN}

--------------.'!!p9s!.!!q -----------?9p9Sc tlTscdqar
d sl/sricmj.t

45,000 7s.q@

PENELI1IAN (PER KEOIATANI glq
32,0()0 !!lr!
32,00q
50,0OO

rlon racneo 15(),

D
STUDI BANOINC {PER ORANC PER

l5d)o
2l,mo

PERSETTASE DARI INSTITUSI

tr

soslAusAst PPt/K3 Rs/P slEN
t40.000 s.rie briFerit@ d.rBtR

PENERIMMI{ MAHASISWA
PRAKTEK s.!!p ldi p.nriD.[ n.lEEu.

v, lltFA llt{arla DAr PRta RAlrA _

ASRAMA (PENCINAPAN PER HAB!)
2!!Sq

500,q,

ea khdr/ldah Er bulan

S.*d buku p.rpurrat@ F. 5 ttri
S.wa buku pcr?u.!a*M ' 6
hsi/ha.i tMbahm bFya

?. DT!'AA LIIIGXUTOAIi HIDUP DAX XIIITJIAIiAi

aATVAi PEttAX.{tAlf TIJUF (BP)

stra lrs.Bt r fircab.r€ta Saepdh) i

LiEball B6hm Bc'balDya da B.lEun (83) 27,OOO

I cunenrvun NUTI)NGGARA TIMUR,

V2-
r'p 

v7l.<roR BUTIGTTLU LArsr{ODAT

I


